PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1l
SURABAYA

S A LI NAN

Seri 5/C Tgl. 8 Juli 1989
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II1 SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1893/2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALLA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran
1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan
sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahuh 18974.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1850

Daerah Istimewa Yogvakarta vyang telah
dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 1S65;

2. Undang-~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Tahun 1874 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun
Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569):

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun

1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
3685);

5. Undang-undang Nomar 21 Tahun 1997 tentang
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Nomocr 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomocr 5 Tahun 1875

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
Nomor 5);

tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan

tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
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Peraturar Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Pernvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,
Penyusunan Perhitungan Anagaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Lembharan Nedara Tahun 1975
Nomor 63 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (lLembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun ¥997 tentang
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran
Negara Tahun 1887 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3683);

Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-contah Cara Fenyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja T=serah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Rarang Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1885 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil
Pajak Bumi dan Bangunan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1884 tentana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah sebagaimana telah diubah dangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1886;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor & Tahun 1987
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negetri Nomor 570-360
tanggal 28 Oktober 31981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

18. ....... ras
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Megnperhatikan: 1.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran- Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617
tanggal 18 September 1988;

Keputusan Menterj Dalam Negeri Nomor 903 - 379
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem
Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
185 Tahun 1993 Tentang Peraturan Tate Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
1T Surabava,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1999 tantang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
18998/2000.

Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah mengenai pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daefrah Tingkat II Surabaya

MEMUTUSKAN

Menet apkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/2000.

Pasal 1. ...sv4-



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Selania Daerah Tahun

Anggaran 1599/2000 sejumlah Rp. 432.108.970.000,00
ferdiri dari

a. PENDAPATAN :

~ Pendapatan ........0.u...., Rp. 432.108.970.000,00
b. BELANJA
- Rutin ...... Rp. 217.835.206.000,00

- Pembangunan Rp. 214.473.764.000,00

Rp. 432.108.870.000,00

Pasal 2
Bagian Urusan Kas dan Perhitungan fterdiri dari

a. Pendapatan ............. Rp, 62.553.751.05006,00
b, Balahja ... virnn Rp. 62.553.751.000.00

Pasal 3

{1) Ringkasan Anggaran Pandapatan dan Belanja
Daerah tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana
Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(2) Pergeseran Pasal - pasal anggaran yang
diperkenankan sesuai dencgcan peraturan yang
herlaku, sebagaimana” Lampiran 11 Peraturan

Daerah ini;

{3) Rincian lebih lanjut ayat- (1) Pasal ini,
sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerabh
ini

a. Lampiran 111 : Pendapatan.

b, Lampiran IV : Belanja Rutin.
c. Lampiran V - Belanja Pembangunan.
Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam
pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan
Daerah ini.



Pazsal 5

Lampiran-lampiran tersebut dalam pasai 2 dan
pasal 4 merupaikan bhagian yvang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerap ini.

Pasal &

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat
pengesahan dari pejabat yang berwenang dan di
berlakukan mulai awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daetrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Baerzh.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAL TKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA
Ketua,
ttd ttd
H. BARJOSO SUPENO H. SUNARTC SUMOPRAWIRO

KOLONEL CHB NRP 22021

Disahkan

dengan Keputusan Gubernur Kepala Daeran Tingkat 1

Jawa Timur tanggal 15 Juni 1998 Nemor 178/P Tahun 15929.

An., GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan
ttd
Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Madya
Nip. 510 035 499



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
Surabaya Seri C Tahun 1999 tanggal § Juli 1999 Nomor 5/C.

A ‘.,,-,';'“:.
salifag sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamgdya Daerah
Tingkat II Sunabaya
: B
'P1t. Kepala Bagi

IO S S -

P ,

KODRAT_SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I

Nip. 510 035 885

Hukum

An.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs.

Tingkat II Surabaya
ttd
H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Pembina Tk.I
Nip. 010 056 836
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